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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas 

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 

Ayat (2) tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tambangan 

Kabupaten Mandailing Natal), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Tambangan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Pasal 2 Ayat (2) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah 

dilakukan berdasarkan prosedur administrasi yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan 

Pernikahan. KUA Kecamatan Tambangan tidak hanya melaksanakan fungsi 

administratif berupa pencatatan perkawinan, tetapi juga memberikan 

pelayanan konsultasi, bimbingan perkawinan, penyuluhan hukum, serta 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. 

Pelayanan tersebut didukung oleh aparatur KUA yang menjalankan tugas 

sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan, sehingga dari aspek kelembagaan pelaksanaan pencatatan nikah 

telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih 

ditemukan masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa melakukan 

pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga tujuan mewujudkan 

tertib administrasi perkawinan belum sepenuhnya tercapai. 

2. Efektivitas implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang pencatatan nikah di Kecamatan Tambangan belum dapat 

dikategorikan efektif secara penuh apabila dianalisis menggunakan teori 

sistem hukum Lawrence M. Friedman. Berdasarkan hasil penelitian, unsur 
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struktur hukum (legal structure) telah berjalan dengan baik karena KUA 

Kecamatan Tambangan mampu melaksanakan pelayanan pencatatan nikah 

sesuai prosedur serta aktif melakukan pembinaan kepada masyarakat. Unsur 

substansi hukum (legal substance) juga telah terpenuhi karena ketentuan 

mengenai pencatatan perkawinan telah diatur secara jelas dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksananya. Akan tetapi, 

unsur budaya hukum (legal culture) masih menjadi kendala utama dalam 

implementasi ketentuan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil pendataan 

lapangan yang menunjukkan masih terdapat 274 keluarga yang 

melangsungkan perkawinan tidak tercatat selama periode 2019–2025, 

sedangkan hanya 14 keluarga yang mengajukan itsbat nikah sebagai upaya 

memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinannya. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih lebih mengutamakan sahnya 

perkawinan menurut agama daripada kewajiban pencatatan menurut hukum 

negara. Rendahnya kesadaran hukum, pengaruh adat istiadat, praktik nikah 

lari, rendahnya tingkat pendidikan hukum, serta kurangnya pemahaman 

mengenai akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi 

faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya implementasi Pasal 2 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, efektivitas 

implementasi ketentuan tersebut dapat dikatakan cukup efektif dari aspek 

struktur hukum dan substansi hukum, namun belum efektif secara optimal 

dari aspek budaya hukum masyarakat, sehingga diperlukan upaya yang lebih 

berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui 

sinergi antara Kantor Urusan Agama, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh 

adat, dan seluruh elemen masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar KUA Kecamatan 

Tambangan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat 

mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta akibat hukum dari perkawinan 

yang tidak tercatat. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan 
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melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, sehingga 

kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan 

dapat meningkat serta pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 dapat berjalan lebih efektif. 
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